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Abstract

Human resource is one of capital importance in the development of a nation. One of the
important aspects that affect human resources are a public health level, where health sector has an
important role. The status of one's health is the result of the interaction of various factors, namely
internal and external factors. Internal factors consist of physical and psychological factors, while
external factors consist of economic factors, education, environment and culture

This research aims to examine and analyze the effect of income inequality as measured by the
Gini Ratio against the health sector as measured by life expectancy in Indonesia in 2005-2013. On the
research of regression equation using data panels with Random Effects Model approach. The results
of this research is the inequality of income, per capita income, and Government expenditure in the
health effect simultaneously against health sector in Indonesia in 2005-2013 and is partial, inequality
of income, per capita income, and Government expenditure in the health sector impact health sector in
Indonesia in 2005-2013.

Keywords : Health sector, income inequality, income per capita, Government expenditure in health
sector.
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Pendahuluan

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu modal penting dalam
pembangunan suatu bangsa, sehingga mutu dari sumber daya manusia perlu mendapatkan
perhatian khusus. Salah satu aspek penting yang mempengaruhi sumber daya manusia adalah
sektor kesehatan (Pradono & Suliystyowati, 2013). Aspek pembangunan manusia ini dapat
dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia ini
merupakan salah satu alternatif pengukuran pembangunan selain menggunakan Gross
Domestic Bruto. Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau
wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup, pendidikan
dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi
yang telah mencapai standar hidup yang layak (Mantra, 2003:111).

Tingkat kesehatan dalam Indeks Pembangunan Manusia dalam hal ini diukur dengan
angka harapan hidup. Angka harapan hidup pada suatu usia adalah sebagai rata-rata jumlah
umur atau tahun kehidupan yang masih dijalani seseorang dan telah berhasil mencapai umur
tertentu dengan tepat dalam situasi mortlitas yang berlaku dilingkungan masyarakatnya
(Mantra, 2003:111). Angka harapan hidup dapat diukur menurut jenis kelamin yaitu laki-laki
dan perempuan yang merupakan indikator dari Indeks Pembangunan Gender. Indeks
pembangunan gender memiliki tiga indikator yaitu indikator panjang umur dan sehat,
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indikator pengetahuan , dan indikator kehidupan yang layak pada laki-laki dan perempuan
(UNDP, 2010).

Pendapatan perkapita, distribusi pendapatan dan ketimpangan pendapatan merupakan
determinan ekonomi dari kesehatan. Ketimpangan pendapatan menunjukkan perbedaan antara
desil terkaya dan termiskin di masyarakat yang dipengaruhi oleh struktural ekonomi dan
kondisi sosial di masyarakat. Menurut penelitian Elnaz dan Javad (2014) Ketimpangan
pendapatan dan kesehatan memiliki hubungan satu sama lain, dimana ketika terjadi
penurunan ketimpangan pendapatan akan menyebabkan peningkatan pendapatan untuk
individu atau rumah tangga, sehingga mampu meningkatkan kesehatan masyarakat yang
memberikan konteks yang penting untuk pembangunan ekonomi di suatu negara. (Elnaz dan
Javad, 2014).

Pendapatan masyarakat sebagai indikator ekonomi yang memegang peranan penting
dalam pertumbuhan ekonomi selain sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi, pendapatan
juga diindikasikan sebagai penunjang peningkatan kesehatan masyarakat. Peningkatan
pendapatan per kapita masyarakat ditujukan dengan kenaikan Pendapatan Domestik Regional
Bruto (PDRB) per kapita. Meningkatnya pendapatan masyarakat juga dapat meningkatkan
kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena dengan semakin
meningkatnya pendapatan biasanya juga diikuti dengan peningkatan daya beli dan konsumsi,
termasuk konsumsi terhadap makanan yang bergizi serta peningkatan kemampuan untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas (Erythryna,2002:20). Meningkatnya
kesehatan, masyarakat dapat terhindar dari resiko morbiditas dan akan memiliki harapan
hidup yang lebih panjang.

Seiring dengan meningkatnya kegiatan pemerintah, maka tentunya diperlukan dana
yang besar sebagai bentuk pengeluaran dari segala kegiatan pemerintah. Pengeluaran
pemerintah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah
dalam suatu wilayah. Kebijakan pemerintah dalam tiap pembelian barang dan jasa guna
pelaksanaan suatu program mencerminkan besarnya biaya yang akan dikeluarkan pemerintah
untuk melaksanakan program tersebut. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai
sektor-sekotr publik yang penting, diantara kesemua sektor publik saat ini yang menjadi
prioritas pemerintah dalam mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam
kaitannya yang tercermin dari indeks pembangunan manusia adalah investasi pada sektor
pendidikan dan sektor kesehatan selain pendapatan (Usmaliadanti, 2011).

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Pajouyan dan Vaezi (2009) yang bertujuan
menganalisis hubungan ketimpangan pendapatan dan kesehatan untuk 30 provinsi di Iran
selama 1982-2006 dengan menggunakan data panel dan fixed effect metode. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kesehatan masyarakat di Iran dipengaruhi oleh ketimpangan pendapatan
dan memiliki hubungan negatif antara keduanya. Menurut hasil penelitian Chrisdyastuti
(2010) menunjukkan bahwa pendapatan per kapita di Jawa Timur tahun 2000-2007
berhubungan positif dan signifikan terhadap angka harapan hidup kemudian tingkat
pendidikan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka harapan hidup.

Kesehatan merupakan salah satu indikator utama dalam kesejahteraan sosial.
Pandangan kesehatan saat ini menjadi lebih luas dengan difokuskan pada faktor-faktor
penentu non medis kesehatan sedangkan faktor medis secara langsung dapat mempengaruhi
satu sama lain dengan sektor kesehatan. Hal ini berarti bahwa determinan kesehatan sosial
seperti, pendapatan, tingkat pendidikan, dan nutrisi juga memiliki peran utama dalam
kesehatan. Pada penelitian ini memasukan faktor — faktor ekonomi seperti, ketimpangan
pendapatan, pendapatan perkapita, dan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan yang
dianggap dapat mempengaruhi kesehatan di Indonesia. Penelitian ini mengkaji dan
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memberikan relevansi sebuah kebijakan pada sektor kesehatan di Indonesia serta variabel-
variabel yang mempegaruhinya.

Berdasarkan uraian sebelumnya, akan dilakukan penelitian mengenai kesehatan di
Indonesia tahun penelitian 2005-2013 dengan mengacu penelitian yang dilakukan oleh Elnaz
dan Javad (2014) dengan judul ”Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Pendapatan Per
Kapita, Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan terhadap Sektor Kesehatan di
Indonesia tahun 2005 hingga 2013

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diambil dalam
penelitian ini adalah:

1. Apakah pengaruh Kketimpangan pendapatan, tingkat pendapatan per Kkapita, dan
pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan secara simultan terhadap sektor kesehatan di
Indonesia tahun 2005-2013?

2. Apakah pengaruh ketimpangan pendapatan, tingkat pendapatan per kapita, dan
pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan secara parsial terhadap sektor kesehatan di
Indonesia tahun 2005-2013?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan, tingkat pendapatan per
kapita, dan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan secara simultan terhadap sektor
kesehatan di Indonesia tahun 2005-2013.

2. Menguji dan menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan, tingkat pendapatan per
kapita, dan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan secara parsial terhadap sektor
kesehatan di Indonesia tahun 2005-2013.

Landasan Teori
Definisi Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam sumber daya manusia, yang
merupakan modal penting dalam pembangunan suatu bangsa. Kualitas sumber daya manusia
dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat pendidikan, gaya hidup, lingkungan, dan
kesehatan. Kesehatan merupakan kebutuhan yang mendasar untuk pembangunan manusia
agar setiap individu dapat melakukan aktivitasnya secara produktif dengan kata lain kesehatan
adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi produktivitas individu (Elnaz dan Javad,
2014).

Kesehatan adalah bagian dari modal manusia agar dia bisa bekerja dan berfikir secara
produktif. Stephen Covey (1990) dalam bukunya yang berjudul Seven Habits of Highly
Effective People, mengatakan bahwa kesehatan adalah bagian dari kehidupan yang harus
selalu dijaga dan ditingkatkan kualitasnya sebagai pendukung manusia yang efektif. Oleh
sebab itu, perbaikan gizi dan kesehatan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas
kerja. Investasi yang dilaksanakan untuk perbaikan gizi dan kesehatan dapat dipandang
sebagai salah satu aspek modal manusia (Simanjuntak, 1998:83).
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Hubungan Ketimpangan Pendapatan terhadap Sektor Kesehatan

Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator kesejahteraan sosial dan
peningkatan pendapatan saja tidak akan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi,
kecuali distribusi pendapatan dilakukan dengan baik. Indikator ketimpangan pendapatan
merupakan salah satu indikator yang paling penting dari distribusi pendapatan. Ketimpangan
pendapatan adalah aspek negatif dari distribusi pendapatan, yang berarti bahwa indikator
ketimpangan pendapatan menunjukkan pendapatan yang tidak tepat distribusinya pada
masyarakat (Raghfar, 2007).

Menurut Bank Dunia dalam Tambunan (2003), kemiskinan relatif adalah perhitungan
kemiskinan yang didasarkan pada proporsi distribusi pendapatan dalam suatu negara.
Menyusun ukuran kemiskinan relatif yang sekaligus digunakan untuk mengukur distribusi
pendapatan yaitu dengan membagi penduduk menjadi tiga kelompok yaitu; kelompok 40%
penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan menengah dan 20%
penduduk berpendapatan tinggi. Menurut Todaro (2005) bahwa kemiskinan relatif adalah
suatu ukuran mengenai kesenjangan distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan di
dalam kaitannya tentang tingkat rata-rata dari distribusi pendapatan. Definisi ketimpangan
pendapatan adalah perbedaan distribusi pendapatan secara nasional, regional, sektoral, dan
antar golongan masyarakat selama waktu tertentu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa
ketimpangan pendapatan dapat diartikan sebagai kemiskinan relatif dimana perbedaan
distribusi pendapatan pada golongan masyarakat.

Menurut Lincolin (1999) menjelaskan bahwa intervensi dari pemerintah untuk
memperbaiki kesehatan juga merupakan salah suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi
kemiskinan. Salah satu faktor yang mendasari kebijakan ini adalah perbaiki kesehatan
golongan miskin untuk meningkatkan produktifitas, kesehatan yang lebih baik akan
meningkatkan daya kerja. Menurut Elnaz dan Javad (2014) mengemukakan bahwa, untuk
meningkatkan kesehatan tidak hanya mengandalkan sistem perawatan primer saja, tetap fokus
pada kondisi ketimpangan pendapatan, seperti pemerataan distribusi pendapatan akan
menyebabkan peningkatan taraf hidup penduduk secara besar melalui peningkatan kesehatan,
gizi dan pendidikan yang akan menghasilkan peningkatan dalam efisiensi dalam poduksi dan
meningkatan motivasi mereka untuk berpartisipasi dalam program ekonomi dan sosial di
masyarakat. Oleh karena itu, ketimpangan pendapatan miliki hubungan terhadap status
kesehatan.

Hubungan Pendapatan Perkapita terhadap Sektor Kesehatan

Pendapatan per kapita adalah salah satu indikator penting untuk mengetahui tingkat
pencapaian pembangunan di suatu daerah dalam periode tertentu, selain itu pendapatan
perkapita dinilai dapat membantu suatu daerah mengejar pertumbuhan sebagai sasaran utama
kegiatan ekonomi dan strategi terbaik untuk pembangunan (Sant’ Ana, 2008). Semakin tinggi
pendapatan per kapita suatu wilayah maka semakin baik tingkat perekonomian wilayahnya
yang juga mecerminkan semakin baiknya kesejahteraan penduduknya. Jika pendapatan per
kapita meningkat maka daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari — hari juga
meningkat khususnya dalam memperbaiki gizi dan nutrisi yang lebih sehat dan baik, oleh
karena itu, kesehatan pada masyarakat akan meningkat sehingga sektor kesehatan di
Indonesia juga akan meningkat.

Menurut Ananta dan Sirait (1993:106) bahwa orang yang makin tinggi pendapatannya
cenderung mengubah permintaan terhadap pemeliharaan kesehatan, yaitu dari yang bermutu
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rendah ke yang bermutu tinggi. Mutu yang tinggi ini diukur dengan harga yang lebih mahal,
artinya tempat perawatannya nyaman, waktu pelayanannya cepat, dan fasilitasnya lengkap.
Hal ini didukung dari hasil penelitian Elnaz dan Javad (2014) bahwa pendapatan per kapita
berpengaruh positif terhadap status kesehatan. Jika pendapatan per kapita yang meningkat
maka status kesehatan juga meningkat dan tingkat harapan hidup juga meningkat. Menurut
penelitian Ananta (2013) bahwa PDRB per kapita berpengaruh secara positif terhadap Indeks
Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung. Peningkatan PDRB per kapita akan langsung
dirasakan masyarakat manfaatnya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Saat sedang sakit
bisa langsung berobat ke dokter ataupun rumah sakit serta dapat meningkatkan perawatan
kesehatan yang bermutu rendah ke tinggi.

Hubungan Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan terhadap Sektor Kesehatan

Pemerintah sebagai pemegang peran penting dalam setiap hajat hidup masyarakat
Indonesia perlu melakukan kajian yang mendalam dalam setiap kebijakannya agar setiap
output yang dihasilkan dan diharapkan dapat tepat sasaran dan memberikan pengaruh nyata
terhadap masyarakat. Kebijakan yang tidak tepat sasaran melalui kebijakan alokasi dana tiap
sektor yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas yang seharusnya perlu diberikan porsi
lebih dalam alokasi anggaran pemerintah, kebijakan pemerintah menyangkut sektor
pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Sektor-sektor tersebutlah masyarakat dapat
merasakan secara langsung dampak dari kebijakan pemerintah, khususnya pada sektor
kesehatan. Menurut Tambunan (2000:45) bahwa terdapat tiga instrumen alokasi anggaran
pemerintah yaitu ; subsidi langsung atau subsidi individu, subsidi harga dan pengeluaran
langsung pemerintah terhadap pelayanan publik dan infrastruktur terutama dalam
kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan. Jika pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan
meningkat maka status kesehatan masyarakat akan juga semakin meningkat dimana program-
program yang dibuat pemerintah semakin banyak dan fasilitas kesehatan masyarakat semakin
baik dan tepat sasaran. Meningkatnya kesehatan masyarakat akan dapat meningkatkan
harapan hidup yang lebih panjang.

Selain itu menurut Rostow bahwa pemerintah melakukan pembangunan dengan tiga
tahap yaitu Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi
pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan
pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Pada tahap menengah terjadinya
pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi
swasta juga semakin besar. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa
aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk
aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat
(Mangkoesoebroto, 1993:170).

Menurut penelitian Ranis dkk (2000), bahwa pembangunan manusia yang diwakili oleh
angka harapan hidup secara signifikan dipengaruhi belanja pemerintah untuk pelayanan
bidang sosial (pendidikan dan kesehatan). Menurut Ananta (2013) bahwa pengeluaran
pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia. Guna
untuk meningkatkan pembangunan manusia, pemerintah perlu melakukan peningkatan pada
anggaran khususnya pada sektor kesehatan. Realisasi anggaran yang dikeluarkan oleh
pemerintah untuk sektor kesehatan akan meningkatkan kesehatan dan produktifitas individu.
Realisasi dana itu dialokasikan salah satunya untuk meningkatkan dan memperbanyak
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fasilitas kesehatan bagi masyarakat, seperti Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap dan
Puskesmas Keliling.

Hipotesis dan Model Analisis
Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas masalah yang telah dirumuskan, oleh
karena itu masih memerlukan pengujian untuk membuktikan kebenarannya. Beberapa
hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Ketimpangan pendapatan, pendapatan per kapita, dan pengeluaran pemerintah di bidang
kesehatan berpengaruh secara simultan terhadap sektor kesehatan di Indonesia tahun 2005-
2013.

2. Ketimpangan pendapatan, pendapatan per kapita, dan pengeluaran pemerintah di bidang
kesehatan berpengaruh secara parsial terhadap sektor kesehatan di Indonesia tahun 2005-
2013.

Model Analisis
Bedasarkan hipotesis di atas, dalam penelitian ini digunakan analisis regresi linier

berganda pada data panel untuk menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan
independen. Adapun model tersebut adalah sebagai berikut:

LnHit = o + $1Gl1it + 2 INPDRBKAP:it + 3 INPKESsit: + eit (1)
Dimana:
Hit = Angka Harapan Hidup di Provinsi i pada periode t
Glait = Gini Rasio di Provinsi i pada periode t
PDRBKAP:it = PDRB per kapita di provinsi i pada periode t
PKESsit = Pengeluaran pemerintah dalam sektor kesehatan di provinsi i pada
periode t
a = Intersep konstanta Regresi
p = Tingkat Elastisitas kontribusi variabel independen terhadap variabel
dependen
e = error term

i = indikasi data cross section
t indikasi data time series

METODE PENELITIAN
Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif.
Pendekatan kuantitatif memaparkan tentang pengukuran data dan pengujian hipotesis.
Pendekatan kuantitatif dinilai mampu memberi keterangan, menjekaskan suatu kejadian lebih
terukur, serta lebih mengarah pada hasil generalisasi yang disertai dengan adanya bukti-bukti
yang sesuai. Pendekatan kuantitatif ini menggunakan metode regresi data panel dimana data
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yang digunakan memiliki tahun periode dari 2005-2013 dan menggunakan alat bantu Stata
13.0 untuk menganalisis data tersebut.

Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan pengukuran
yang diteliti. Berikut adalah penjelasan terkait variabel yang digunakan didalam penelitian ini:

A Variabel dependen

Sektor Kesehatan dalam penelitian ini diukur dengan Angka Harapan Hidup
setiap provinsi di Indonesia adalah angka yang menunjukkan perkiraan rata-rata lamanya
hidup dari lahir yang mungkin akan dicapai oleh penduduk pada setiap provinsi di
Indonesia. Selain sebagai indikator untuk menilai derajat kesehatan masyarakat, angka
harapan hidup juga merupakan indikator pembangunan sosial ekonomi suatu wilayah.
Variabel Angka Harapan Hidup disajikan di Indonesia pada periode 2005-2013 dalam
hitungan tahun. Data ditransformasi dalam In.

B Variabel Independen

1. Ketimpangan Pendapatan dalam hal ini diukur dengan Indeks Gini. Indeks Gini
setiap provinsi di Indonesia adalah ukuran pemerataan pendapatan yang di hitung
berdasarkan kelas pendapatan. Variabel Indeks Gini disajikan di Indonesia pada
periode 2005-2013 dalam hitungan rasio.

2. Pendapatan perkapita dalam penelitian ini diukur dengan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) perkapita atas dasar harga konstan tahun 2000. PDRB merupakan
nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu wilayah tertentu
dalam satu tahun pada harga yang sama. PDRB per kapita diperoleh dengan
membagi PDRB harga konstan dengan jumlah penduduk yang tinggal di suatu
wilayah di Indonesia tahun 2005-2013. Data ditransformasi dalam In.

PDRB atas dasar harga konstan

PDRB per kapita =
Jumlah Penduduk

3. Pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan, merupakan besarnya belanja
pemerintah di bidang kesehatan pada lingkup provinsi yang ditunjukkan dalam
anggaran pengeluaran belanja daerah (APBD) sektor kesehatan tahun anggaran 2000.
Dalam penelitian ini digunakan data tahunan di Indonesia tahun 2005-2013 yang
ditransformasi dalam In.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang merupakan gabungan
dari data cross section dan time series. Data cross section yaitu data dari 33 Provinsi di
Indonesia dan data time series dari tahun 2005-2013. Jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder. Data ini dapat diperoleh dari berbagai instansi yang
terkait dengan permasalahan penelitian seperti BPS (Badan Pusat Statistik), Kementrian
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Keuangan Republik Indonesia maupun Departemen Terkait serta literature-literatur tertulis
baik yang diperoleh dari internet. Adapun jenis data dalam penelitian berikut antara lain :

1. Data Angka Harapan Hidup (Life Expectancy at Birth) yang diperoleh dari katalog BPS
yang berjudul Indeks Pembangunan Manusia 2005-2013.

2. Data Ketimpangan Pendapatan dalam hal ini diukur dengan Gini Ratio di setiap provinsi di
Indonesia periode 2005-2013 yang diperoleh melalui katalog BPS yang berjudul Indikator
Kesejahteraan di Indonesia tahun 2005-2013.

3. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di setiap provinsi di Indonesia
periode 2005-2013 yang diperoleh dari Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga
Konstan 2000 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.

4. Data pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan yang berupa data APBD tahun
anggaran 2000diperoleh melaluiwebsite Kementrian  Keuangan Indonesia
yang diakses online di www.djpk.kemenkeu.go.id

Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur yang dipakai dalam pengumpulan data adalah melalui metode dokumenter.
Metode dokumenter merupakan teknik untuk mendapatkan informasi melalui catatan,
literatur, dokumentasi dan lain-lain yang masih relevan dengan penelitian ini. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dalam bentuk tahunan
dari Badan Pusat Statistik. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan StataMP 13
dan selanjutnya dibuktikan dari teori-teori dan penelitian sebelumnya serta dianalisis.

Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan estimasi data panel . Metode regresi data panel terdiri dari
tiga metode yaitu PLS (Pooled Least Square), FEM (Fixed Effect Model), dan REM (Random
Effect Model). Dari ketiga pendekatan tersebut akan dipilin pendekatan mana yang paling
sesuai. Untuk memilih model regresi data panel dilakukan dua pengujian yaitu uji F dan uji
Hausman. Uji F digunakan untuk memilih antara model PLS (Pooled Least Square) dan
model FEM (Fixed Effect Model) dan uji Hausman digunakan untuk memilih antara model
FEM (Fixed Effect Model) atau REM (Random Effect Model).

Pengolahan Data

Ada tiga teknik estimasi model regresi data panel yang dapat digunakan yaitu model
Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect Model (FEM), Random Effect Model (REM). Untuk
menentukan teknik yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi regresi data panel akan
dilakukan tiga uji. Pertama uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode Pooled
Least Square (PLS) atau Fixed Effect Model (FEM). Kedua, uji Langrange Multiplier (LM)
digunakan untuk memilih antara Pooled Least Square (PLS) atau Random Effect Model
(REM). Ketiga menggunakan uji Hausman untuk memilih antara Fixed Effect Model (FEM)
atau Random Effect Model (REM). Pengujian data — data tersebut menggunakan bantuan
perangkat lunak berupa STATA13 dan microsoft excel.
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Hasil dan Pembahasan
Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel kesehatan,
ketimpangan pendapatan, pendapatan per kapita, dan pengeluaran pemerintah di bidang
kesehatan baik secara simultan maupun parsial. Variabel — variabel ini terbagi atas dua jenis
variabel yaitu variabel bebas (Independent variable) dan variabel terikat (Dependent
variable). Dalam penelitian ini, variabel bebas (Independent variable) yang digunakan adalah
ketimpangan pendapatan, pendapatan per kapita, dan pengeluaran pemerintah di bidang
kesehatan sedangkan variabel terikat (Dependent variable)yang digunakan adalah sektor
kesehatan di Indonesia periode tahun 2005 — 2013.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data panel. Data panel merupakan
gabungan antara data time series dan cross section. Berdasarkan teknik estimasi data panel,
model regresi data panel data dilakukan dengan menggunakan tiga metode, yaitu : metode
Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM).
Dari ketiga metode data panel yang tersedia, akan ditentukan metode data panel yang paling
sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini. Untuk menentukan metode data panel yang
paling sesuai untuk penelitian ini, maka akan dilakukan beberapa pengujian. Pertama yang
dilakukan adalah uji F Restricted, uji Lagrange Multiplier, dan Uji hausmann (Hausmann
Test). Uji ini dilakukan untuk menentukan model terbaik.

Analisis Model dan Pembuktian Hipotesis
Pemilihan Model Estimasi

Berdasarkan teknik estimasi, model regresi data panel dapat diestimasi dengan
menggunakan tiga metode estimasi, yaitu Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect Model
(FEM), dan Random Effect Model (REM). Ada tiga uji yang dilakukan pada penelitian ini
untuk memilih model estimasi terbaik pada regresi data panel. Pertama uji F Restricted untuk
memilih model PLS atau FEM. Kedua, apabila uji tersebut menolak model FEM maka harus
dilakukan uji Breusch—Pagan Lagrange Multiplier (LM Test)untuk memilih model PLS atau
REM. Ketiga, uji Hausman dilakukan apabila uji pertama atau kedua menolak model PLS.
Uji Hausman dilakukan untuk memilih model FEM atau REM.

Hasil estimasi uji F Restrictied yang digunakan untuk menentukan metode estimasi
terbaik antara PLS dan FEM dengan melihat nilai probabilitas F yang paling bawah pada hasil
output FEM sebagaiman tertera pada Tabel 1 menunjukkan Nilai Prob > F sebesar 0,0000
kurang dari a (5%), sehingga HO (PLS) ditolak dan model estimasi terbaik sementara yang
digunakan adalah model FEM.

Tabel 1
Hasil Uji F Restrictied

Fixed-Effect (wihin) regression

Prob > F =0,0000

Sumber : Hasil Output Stata 13
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Selanjutnya dilakukan uji Lagrange Multiplier untuk memilih antara metode PLS dan
REM dengan Hipotesis HO = metode yang digunakan adalah PLS dan H1 = metode yang
digunakan adalah REM. Kriteria pengambilan keputusan yaitu jika F-hitung lebih besar dari
F-Tabel (F-hitung > F-Tabel), maka HO ditolak. Dalam hal ini metode yang digunakan adalah
metode REM. Jika signifikansi < 0,05 maka H1 diterima dan menggunakan metode REM.

Tabel 2
Uji Lagrange Multiplier

Chibar (01)  1099.18

Prob > Chibar2 0.0000

Sumber : Hasil Output Stata 13

Karena Uji kedua dan pertama sama-sama menolak model PLS maka selanjutnya
dilakukan Uji Hausman untuk menentukan estimasi terbaik antara model REM dan FEM. HO
= metode yang digunakan adalah REM, sedangkan HI = model yang digunakan adalah FEM.
Hasil Uji Hausman seperti yang tertera pada Tabel 3 menunjukan nilai probabilitas>chi-
square= 0,524 dari o (5%), sehingga HO (REM) diterima dan model estimasi terbaik yang
digunakan adalah model REM.

Tabel 3
Hasil Uji Hausman

Hausman FEM, REM

Prob > Chi2 = 0.524

Sumber : Hasil Output Stata 13

Berdasarkan hasil pengujian, REM dipilih sebagai model terbaik untuk mengestimasi
pengaruh variabel ketimpangan pendapatan, pendapatan perkapita, pengeluaran pemerintah di
bidang kesehatan terhadap kesehatan di seluruh provinsi di Indonesia periode 2005 hingga
2013. Hasil dari pengolahan model estimasi REM dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Estimasi REM

R-Square

Within : 0,7250
Between : 0,2169
Overall : 0,2420

Numb. Of Obeservation = 297
Numb. Of Groups = 33

F (3,260) = 693.35

Prob > F =0,0000

Variabel Coef, Std. Error T Prob
Ketimpangan 0.020449 0.0122204 1.67 0.094
Pendapatan
Pendapatan Perkapita 0.0456149 0.0036728 12.42 0.000
Pengeluaran 0.0002214 0.0000467 474 0.000
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Pemerintah di Bidang

Kesehatan

Const. 3.814957 0.0306298 124.55 0.000
Sumber : Hasil Output Stata 13

Hasil estimasi model REM menunjukkan bahwa terdapat dua variabel signifikan
dengan tingkat kesalahan tertinggi 5 persen dan satu variabel yang menunjukkan tidak
signifikan. Hasil uji F menunjukkan bahwa model signifikan dengan tingkat kesalahan
(probabilitas) hampir mendekati 0%. Selanjutnya, model menunjukkan nilai koefisien
determinasi sebesar 72,50 %.

Pembuktian Hipotesis

Berdasarkan analisis regresi data panel yang telah dilakukan, maka pembuktian
hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Hipotesis yang pertama, variabel ketimpangan distribusi pendapatan, pendapatan

perkapita, dan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan secara bersama — sama
berpengaruh secara signifikan terhadap sektor kesehatan di Indonesia pada tahun 2005
hingga 2013. Berdasarkan uji analisis secara simultan (uji F) didapatkan nilai probabilitas
F-statistik sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai a =5% atau 0,05. Hal ini
menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempengaruhi variabel terikatnya yaitu sektor
kesehatan di Indonesia pada tahun 2005 hingga 2013.

2. Hipotesis yang kedua, variabel ketimpangan pendapatan, pendapatan per kapita, dan
pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh secara parsial terhadap sektor
kesehatan di Indonesia pada tahun 2005 hingga 2013. Berdasarkan uji t yang telah
dilakukan menunjukkan bahwa variabel ketimpangan pendapatan, pendapatan per kapita,
dan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap sektor
kesehatan di Indonesia pada tahun 2005 hingga 2013. Dengan nilai signifikansi bervariasi
antara 0,0000 — 0,094.

Uji F — statistik

Tabel 5
Uji F-Statistik

Number of

Observations 296
F(3,260) 693.35
Prob > F 0,0000

Sumber : Regresi data panel menggunakan Stata 13

Uji F dilakukan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh variabel bebas terhadap
variabel terikatnya secara bersama — sama (Sarwoko, 2005:72). Berdasarkan hasil estimasi
regresi data panel yang ditunjukkan oleh Tabel 5 diperoleh nilai probabilitas F-statistik
sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai a = 5% atau 0,05.

Tabel 6 menunjukkan bahwa variabel ketimpangan distribusi pendapatan (Gl),
pendapatan perkapita (INPDRBKAP), pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan (INPKES)
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berpengaruh secara bersama — sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sektor
kesehatan (InH) di Indonesia pada tahun 2005 hingga 2013.

Uji t — Statistik
Uji t adalah uji yang biasanya dilakukan untuk menguji hipotesis tentang koefisien —

koefisien slope regresi secara individual dengan menggunakan metode Random Effect Model
(REM) perhitungan regresi sebagai berikut:

Tabel 6
Uji t — Statistik
Variabel Coef. Prob.
Ketimpangan Pendapatan (GI) 0,020449 0,094

Ketimpangan Per Kapita
(INPDRBKAP)

Pengeluaran Pemerintah
dibidang Kesehatan (InPKes) 0,0002214 0,000

Sumber: Regresi data panel menggunakan STATA 13

0,0456149 0,000

Hasil estimasi regresi data panel ditampilkan pada Tabel diatas. Hasil estimasi
menunjukkan setiap variabel memiliki koefisien yang berbeda — beda. Penjelasan pada
masing — masing variabel dijelaskan pada bagian uji t — statistik. Pada Tabel 6 merupakan
hasil regresi data panel dengan menggunakan metode Random Effect Model (REM) pada
variabel bebas terhadap variabel terikatnya dengan signifikansi di level 10%. Berikut adalah
nilai t — statistik untuk setiap variabel bebasnya sebagai berikut:

Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Sektor Kesehatan di
Indonesia

Nilai koefisien ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0.020449 dengan tingkat
signifikansi variabel adalah 0,094 pada o = 10% atau 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa
variabel ketimpangan pendapatan berpengaruh positif secara signifikan terhadap status
kesehatan. Hal ini berarti bahwa ada variabel lain yang mempengaruhi sektor kesehatan
Indonesia tahun 2005 hingga 2013. Hasil penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya
Elnaz dan Javad (2014) dimana seharusnya ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh
negatif terhadap sektor kesehatan sedangkan pada penelitian ini ketimpangan distribusi
pendapatan berpengaruh positif terhadap sektor kesehatan.

Ketimpangan pendapatan atau dapat disebut juga kemiskinan relatif berpengaruh
secara positif terhadap sektor kesehatan. Menurut Lincolin (1999) menjelaskan bahwa
intervensi dari pemerintah untuk memperbaiki kesehatan juga merupakan salah suatu alat
kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu faktor yang mendasari kebijakan
ini adalah perbaiki kesehatan golongan miskin untuk meningkatkan produktifitas, kesehatan
yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja. Menurut Elnaz dan Javad (2014)
mengemukakan bahwa, untuk meningkatkan kesehatan tidak hanya mengandalkan sistem
perawatan primer saja, tetapi harus fokus pada kondisi ketimpangan pendapatan, seperti
pemerataan distribusi pendapatan akan menyebabkan peningkatan taraf hidup penduduk
secara besar melalui peningkatan kesehatan, gizi dan pendidikan yang akan menghasilkan
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peningkatan dalam efisiensi dalam poduksi dan meningkatan motivasi mereka untuk
berpartisipasi dalam program ekonomi dan sosial di masyarakat.

Menurut ekonom Utama Bank Dunia di Indonesia, Vivi Alatas (2014), dimana
ketimpangan pendapatan semakin meningkat di Indonesia namun kemiskinan menurun.
Seiring dengan meningkatkanya ketimpangan pendapatan pemerintah terus melakukan upaya
untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan adalah dengan membantu
masyarakat miskin menolong diri mereka sendiri dengan penyediaan lapangan perkerjaan dan
memastikan anak — anak di seluruh Indonesia memiliki akses yang sama ke layanan
berkualitas, selain itu, meningkatkan anggaran untuk program-program jaring pengaman
sosial akan membantu meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan kesehatan, gizi
yang lebih baik dan pendidikan yang berkualitas sehingga ketika ketimpangan pendapatan
meningkat namun kesehatan juga tetap meningkat karena adanya peran pemerintah untuk
meningkatkan kesehatan di Indonesia dengan program-program kesehatan seperti Jamkesmas,
dan lain-lain.

Pengaruh Pendapatan Per Kapita Terhadap Sektor Kesehatan

Nilai koefisien pendapatan per kapita sebesar 0.0456149 dengan tingkat signifikansi
variabel adalah 0,000 pada a = 5% atau 0,05. Nilai koefisien pendapatan per kapita
menunjukkan hubungan searah dengan sektor kesehatan. Ketika terjadi kenaikan 1%
pendapatan per kapita maka sektor kesehatan akan naik sebesar 0.04%. PDB per kapita
merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat menggambarkan tingkat
kemakmuran masyarakat secara makro selain itu merupakan salah satu alat ukur untuk
melihat laju pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan per kapita (INnPDRBKap)
berpengaruh positif terhadap sektor kesehatan di Indonesia tahun 2005 hingga 2013. Hal ini
didukung oleh Ananta dan Sirait (1993:106) yang mengatakan bahwa : “Orang yang makin
tinggi pendapatannya cenderung mengubah permintaan terhadap pemeliharaan kesehatan,
yaitu dari yang bermutu rendah ke yang bermutu tinggi. Mutu yang tinggi ini diukur dengan
harga yang lebih mahal, artinya tempat perawatannya nyaman, waktu pelayanannya cepat,
dan fasilitasnya lengkap”.

Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin tinggi
pula sektor kesehatan. Peningkatan pendapatan masyarakat berarti peningkatan pula
kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk kebutuhan akan
perawatan kesehatan. Penelitian sebelumnya juga memiliki kesamaan dengan penelitian ini,
dimana pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap status kesehatan, artinya bahwa
peningkatan pendapatan per kapita maka akan meningkatkan angka harapan hidup. Menurut
penelitian Elnaz dan Javad (2014) pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap status
kesehatan pada beberapa negara yang memiliki pendapatan rendah dan pendapatan menengah.
Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara pendapatan per kapita yang lebih tinggi
dengan peningkatan angka harapan hidup di negara tersebut. Peningkatan pertumbuhan
ekonomi akan memimpin dalam peningkatan pendapatan per kapita yang menghasilkan
peningkatan status kesehatan. Ini berarti bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi sebagai
penentu utama pembangunan ekonomi dengan penentu lainnya, seperti distribusi pendapatan
menginduksi masyarakat sehat. Menurut hasil penelitian Ranis dkk (2000), bahwa PDB per
kapita secara signifikan mempengaruhi Angka Harapan Hidup dan menurut penelitian Ananta
(2013) bahwa PDRB per kapita berpengaruh secara positif terhadap Indeks Pembangunan
Manusia di Provinsi Lampung. Peningkatan PDRB per kapita akan langsung dirasakan
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masyarakat manfaatnya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Saat sedang sakit bisa
langsung berobat ke dokter ataupun rumah sakit serta dapat meningkatkan perawatan
kesehatan yang bermutu rendah ke tinggi.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan Terhadap Sektor Kesehatan di
Indonesia

Pengeluaran pemerintah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah
yang digunakan untuk kepentingan penduduk. Pengeluaran pemerintah setiap tahun semakin
besar hal ini dilakukan agar pelayanan publik terhadap penduduk semakin baik. Pada
dasarnya pengeluaran pemerintah dilakukan sebagai pelayanan publik pada penduduk yang
mencakup sektor kesehatan dan pendidikan dasar.

Nilai koefisien pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan sebesar 0.0002214
dengan tingkat signifikansi variabel adalah 0,000 pada o = 5% atau 0,05. Nilai koefisien
pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan menunjukkan hubungan searah dengan sektor
kesehatan. Ketika terjadi kenaikan 1% pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan maka
sektor kesehatan akan naik sebesar 0,0002%.

Menurut penelitian sebelumnya Elnaz dan Javad (2014) mengatakan bahwa
pengeluaran masyarakat di bidang kesehatan juga memiliki efek positif yang signifikan
terhadap angka harapan hidup. Peningkatan pengeluaran perawatan kesehatan menyebabkan
peningkatan ketersediaan sumber pelayanan kesehatan (jumlah dokter, perawat, unit MRI, dll)
yang menginduksi tingkat yang lebih tinggi dari harapan hidup. Schultz dalam Jhinghan
(2002: 414) mengemukakan bahwa fasilitas dan pelayanan kesehatan, pada umumnya
diartikan mencakup semua pengeluaran yang mempengaruhi harapan hidup, kekuatan dan
stamina tenaga serta vitalitas rakyat. Meier, et al dalam (Winarti, 2014: 41), suatu bangsa
harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai
pembangunan. Hasil penelitian ini juga sejalan yang dilakukan oleh Ranis dkk (2000), bahwa
pembangunan manusia yang diwakili dengan angka harapan hidup secara signifikan
dipengaruhi belanja pemerintah untuk pelayanan bidang sosial (pendidikan dan kesehatan).
Menurut hasil penelitian Ananta (2013), bahwa pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan
berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia.

Guna untuk dapat meningkatkan pembangunan manusia, pemerintah perlu melakukan
peningkatan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah khususnya sektor kesehatan.
Realisasi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk sektor kesehatan akan
meningkatkan kesehatan dan produktivitas individu serta nantinya dapat pula meningkatkan
pembangunan manusia. Realisasi dana itu dialokasikan salah satunya untuk meningkatkan dan
memperbanyak fasilitas kesehatan bagi masyarakatnya, seperti Puskesmas, Puskesmas Rawat
Inap, Puskesmas Pembantu, Posyandu dan Puskesmas Keliling (Ananta, 2013).

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pengaruh ketimpangan distribusi
pendapatan, pendapatan perkapita, dan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terhadap
sektor kesehataan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketimpangan distribusi pendapatan, pendapatan per kapita, dan pengeluaran pemerintah di
bidang kesehatan secara simultan mempengaruhi sector kesehatan di Indonesia tahun
2005 hingga 2013.
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2. Ketimpangan pendapatan secara parsial berpengaruh positif terhadap sektor kesehatan di
Indonesia tahun 2005 hingga 2013. Pendapatan per kapita secara parsial berpengaruh
positif terhadap sektor kesehatan di Indonesia tahun 2005 hingga 2013 dan pengeluaran
pemerintah di bidang kesehatan secara parsial berpengaruh positif terhadap sektor
kesehatan di Indonesia tahun 2005 hingga 2013.
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